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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARI}ARU
NOMOR -I i TAHUN 2013

TF)NTANG

AN(}GARA.N PENDAPA:I'AN DAN BEI",ANJA DAERAH TAI{UN A]\IGGARAN 2OL4

DENGAN RAI]MAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAI.IKOTA BANJARBARU,

a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 a3'at (1) lJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepda Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaren
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

/^
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2.

3.

4.

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor:75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 425O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undemg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undaag Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

8.

9.

10.
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11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj ak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20O0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedud ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dervan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negarer Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaima-na telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembahan Ketiga
Atas Peraruran Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudr,rkan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(I*mbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor l7l,Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Irrdonesia Nornor 4575);

15.



17. Peraturarr Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tah un 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

19. Peraturan Pemerinteh Nomor 65 Tahun 20O5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Pemerinta-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4614);

dan Pengawasian
2005 Nomor 165,

Ifineda Instansi
Lembarein Negara

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2O1O tentang Standar Akuntensi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



27.

28.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran \legara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25" Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2O11 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Anggararr
Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5O8);

26"

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 20O7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);

3CI. Peraturan Daera.h Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Umsan Pemerintahan Yang Menj adi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Iembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri
D Nomor Seri l);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 201 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (i,embaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 2T,Tambahan L,embaran Daerah
Kota Banj arbaru Nomor 19);

3r.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KOTA EANJARBARU
dan

WALtrKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET.A,NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20i4.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar an 2OL4 sebagai berikut :

l. Pendapatan Daerah Rp. 742.9O6.124.210,00
2. Belanja Daerah Rp. 932.919.628.425.O0

Surplus/(Defrsit) Rp. (190.013.504.215,00)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 201.013.504.215,00
b. Pengeluaran Rp. 11.000.000.000,00

sisa rebih o"*o,*1:Tt*r::*:l?ffiil1""'.?""."" [f. 
tno-'ott's04'215'00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 75.076.031.275,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 53O.723.583.260,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 137.106.509.675,00



(21 Pendapatan Asli Daerah sebaga imana dimaksud pada ayat ( t) huruf a terdiri dari jenis pe:rdapatan:
a. H:lsil Pqjak Daerah sejumlalr
b. Hasi]. Retribusi Daeralir sejurnlah
c" Ha.sil Pengelolaan Kel.i:ayaan Daerah Y*g; Dipisatrkan sejumtrah
d. Lain-lain Pendenpatan Asli Draerah'lif,ang Sah sejr.rmlah

Rp. 36.:!78.4O4.000,ffO
Rp. 10.3;11.96';;'.500,$0
Rp. 3.fi6 | .24'7 .675,00
Rp. 24.8\24"45::2. 10O,0O

Rp.
Rp.
Rp. 80. [i64.O0().CI00,0o
Rp, 56.tri42.50').675,0O
Rp

343"959.7[i5. 110,OO
599,959.8;'3.315 00

330 
" 
67 3.7i;,1,3.630 ,O0

5,921.21i50.000,oo
5 964 .78L.490,O0

1500.000.000,o0

(3) Dana Perimbangan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis prendap,atan :

a. Dana Bagi Has:il Pajak / Bagli Hasil Bukan Pajah sejurnlah Rp. 92.937.451t.260,OO
b. DanaAlokasi Umum sejuml'ah Rp. 389. 1O7.868.000,00
c. DrrnaAlokasi K.husus sejumlah Rp. 48.678.260.000,00

(4) Lain-lain Pt:ndapatan daerah y{:rng sal:r sebagaimar:ra dimaksud pada a'yat (1)
a. Pendapatan Hilbah se_iurnlatr

hunrf c terdiri dari.ienis pendapntan :

(1)

(21

b. Dana Darrurat sejumlah
c. Dana Bagi Hasil Pqiak dari lkovinsi atau dari Pemerin Lah Daerah Lainnya sejum lah
d. Drana Penyesuaian dan Otorromi Khusus sejuml.ah
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi abau dari Pemr:rintah Daerah l,ainnya sejumlah

Pasal 3

Belanja Dar:rah sebegairpslg dimaksud dalerm Pasal 1 te;ndiri dari :

a. Belanja'Tidak Langsuing Rp.
b. Belanja la.ngsung Rp,

Belanja Tida} larLgsung sebagaimaner dimal<sud pada ayat {l) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.
b. Belanja Subsicli Rp
c. Belanja Hibah Rp
d. Belanja Bantuan Sosial Rp.
e. Belanja Bagi Hasil Rp
f. Belanja Tidak'Ierduga Rp



(3) Belanja Langsung sebaLgaimana dimaksud pada ayat (1li huruf b terdiri dari jenis ibelanjei :

a. Belanja Pegawai
b. Belanjrr Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

Rp. 3Cl'.8 19 .7' 1 O . 500,00
Rp. 178t.4O0.373.01',1,00
Rp. 379t.739.7 89.8Oi3,00

(:2)

Pasri,rl 4

(t) Pernbiayaan Daerah se'bagainffrna dimakslrd dalenm Pasal I terdiri deri :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Penerimaan sebagaimrura dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa kbih Perhitungan furggaran Tahun Ang{laran ltebelumnya (iSiLPA) sejum.tah
b. Pencairan Dana Cadangan sejunrlah
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan JPinjaman Daerah sejumlatt
e. Penerimaan lKembali Pemberian Pinjanran sejumlah
f. Penerimaan Piutang Daerrah sejumlah

Ferrgeluaran setragaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b tetdiri dari jenis pembiayaan. :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
b. Penyertaan Modal (investasi) Pernerintah Dae;rah sej umlah
c, PembeLyaran Pokok Hutan.g sejumlah
d. Piutang Daerah sejrns11"1t

, Rp. 201".0 13.5O4 .2 1l5,OO

Rp. 1 li.OO0.C}OO.OO0,00

Rp. 9[].O13.5iO4.2115,00
Rl:. 103.O00.fiOO.0O{),00
Rp.
Rl''
Rp.
Rp.

Rrp.
Rip. 1 1.0O0.0OO.OO'0,00
Rp'
R:p.

(3)



Pasal 5

Uraian lebihJanjut Anggarren Pen dapateur dan Belania Daerah se'bagairnana dimaksud dalam Pasal 1, tercantrLlm dalam la:npiran
yang merupakan bagian ya:rg tidak terpisahkan dari lleraturan Daerah irri, terdiri dari :1. Larnpiran I Ringkasan AIrBD;

? Lannpiran II l?ingkasan Af'BD menurut Urusan Pem.erintahan Da,:rah dan Organisas;i SKPD;3. Lannpiran III ltekapitulasi lSelanja menurut Urusan F'emerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program danr Kegiatan;4. Lannpiran IV Rekapi'hrlasi l3elanja menurut urusan lleselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerirrtahan Daeiah dan
dalam JKerangka Pengelolaan Keuangan Negan;

5. lannpiran V Rekapirlulasi Belanja Daerah unluk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
clalam Kerangka PerLgelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar.lumlah Pega,,vai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Larnpiran VII DaJtar Piutang Daerah;
L Lampiran VIII Daftar Penyertaarr Modal (lnvestasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambalhan dan pengurangan asset tetap daerah;
1t). lanrpiran X Daftar perkirean penambahar dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran rsebelumnya 17ang belum riiselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini;
ll2. Lampiran XII f)aftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obliggsi da,erah.

Pasal 6

Ketentuan lgbih lanjut me:ngenai Penjabaran Anggaran Pe,ndapatan da"n Belzrnja Daerah Tahun Anggara n 2Ol4 diatur ctengan
Peraturan Wal.ikota.

F'-ungsi

F'ungs:i
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O14.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal W :)c,'-;r::r:l::r 2013

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2OT3 NOMOR .14

ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal ?"7'i'r:;r:rcr ri:"r::

krnbaran

2013

A BANJARBARU,

DIN NOOR

ARIS DAERAH,

,€,


